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Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang belum 
mengetahui Program Bursa Kerja(Job Fair). Program Bursa Kerja(Job Fair) 
merupakan salah satu progarm dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Riau yang bertujuan membantu para pencari kerja dengan memfasilitasi 
pencari kerja (pencaker) untuk mendapatkan pekerjaan sesuai bakat, minat, dan 
keterampilan. Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Humas 
memegang peran penting dalam hal penyebaran informasi kebijakan,program, 
kegiatan instansi kepada khalayak agar khalayak mengetahui segala yang 
berkaitan dengan instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 
Seperti dalam Pelaksaan Progam Bursa Kerja(Job Fair). Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui Peran Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Riau dalam Pelaksanaan Program Bursa Kerja(Job Fair).  Jenis penelitian ini 
menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Informan penelitian berjumlah tiga 
orang yaitu Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian selaku Kepala Humas 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Staff Humas, dan Bidang 
Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dengan menggunakan metode 
pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi, observasi. Teori yang 
digunakan pada penelitian ini merupakan teori Peran Humas yang dikemukakan 
oleh Rosady Ruslan. Hasil dari penelitian ini adalah Humas Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Program Bursa Kerja(Job 
Fair) sudah menjalankan perannya sebagai Communicator, Relationship, Back-up 
management, dan Good mage Maker  
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This research is motivated by the large number of people who have not seen the 
Job Fair Program. The Job Fair Program is one of the programs of the Riau 
Province Manpower and Transmigration Office which aims to help job seekers by 
facilitating job seekers to find jobs according to their talents, interests and skills. 
The Department of Manpower and Transmigration of Riau Province Public 
Relations plays an important role in disseminating information on policies, 
programs, agency activities to the public so that the public can see everything 
related to the Riau Province Manpower and Transmigration Agency, such as in 
the implementation of the Job Fair Program. This study aims to see the Role of 
Public Relations of the Riau Province Manpower and Transmigration Office in 
the Implementation of the Job Fair Program. This type of research uses a 
descriptive qualitative method. The informants investigated three people, namely 
the Head of the General Subdivision and Personnel as the Head of Public 
Relations of the Riau Province Work and Transmigration Office, Public Relations 
Staff, and the Training and Placement of Workers using data methods namely 
interviews, documentation, observation. The theory used in this study is the Role 
of Public Relations theory proposed by Rosady Ruslan. The result of this research 
is that the Public Relations of the Department of Manpower and Transmigration 
of Riau Province in the implementation of the Job Fair Program has played its role 
as a Communicator, Relationship, Back-up management, and Good mage Maker. 
Keywords: Role of Public Relations, Department of Manpower and  
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A. Latar Belakang 
Masalah yang paling penting dibincangkan untuk saat ini tak lain dan 
tak bukan adalah mengenai pengangguran, untuk mensejahterakan masyarakat 
haruslah memberantas pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang 
dihadapi oleh berbagai daerah baik ditingkat kabupaten maupun provinsi 
bahkan dunia. Kesejahteraan masyarakat kunci dari makmurnya suatu daerah. 
Untuk mengatasi pengangguran, masyarakat harus memiliki pekerjaan. 
Tingkat kebutuhan setiap orang berbeda-beda, manusia tidak pernah 
merasa puas akan kebutuhannya. Namun, untuk memperoleh kebutuhan 
tersebut manusia dintuntut untuk bekerja agar bisa memperoleh apa yang 
dibutuhkan. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang 
berbunyi “ Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan.” Dengan hal ini pemerintah bertujuan untuk 
mensejahterakan masyarakat sekitar. 
Disetiap provinsi tentu ada instansi yang menangani ketenagakejraan, 
seperti halnya diriau yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 
yang berwenang dibidang pembinaan dan penempatan kerja juga,perlindungan 
tenaga kerja pada wilayah provnisi Riau. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Riau dalam melakukan penyebaran informasi memberikan tugas 
kepada Kasubbag Umum dan Kepegawainan yang merupakan sebagai 
pelaksana fungsi Humas.  
Humas merupakan sebagai communicator dalam sebuah instansi. 
Memberikan informasi seputar instansi pemerintah merupakan salah satu fungsi 
dari publisitas. Kegiatan publisitas bertujuan untuk mengenalkan instansi 
pemerintahan kepada khalayak dengan harapan instansi pemerintah bisa 
dikenal dan tetap eksis dilingkungan sekitar. Dan sebagai masyarakat atau 




atas kebebasan memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang 
timbul dari natural right.
1
 
Segalah pekerjaan humas seperti melakukan publikasi, pembentukan 
citra instansi,pengelolaan website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Riau,penyusunan press release dokumentasi segala kegiatan 
merupakan tugas dari kasubbag Umum dan Kepegawaian yang merupakan 
Humas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 
Humas merupakan jembatan penghubung antara instansi dengan 
publiknya, baik itu publik internal maupun eksternal. Humas tidak dapat 
dipisahkan dengan publiknya, humas menjali hubungan dengan publik internal 
dan eksternal. Humas dinas tenaga kerja dan transmigrasi provnisiriau 
memeberikan pelayanan perihal ketenagakerjaan. Mengenai perihal 
ketenagaakerjaan, Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau memiliki 
program unggul yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran diprovinsi 
Riau yaitu program Bursa Kerja (Job Fair) yang merupakan program yang 
menjadikan masyarakat atau para pencari kerja sasaran guna membantu pencari 
kerja menemukan perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. 
Program Bursa Kerja(Job Fair) ini sangat penting untuk masyarakat 
provnisi riau karna sangat membantu mengurangi pengangguran. Untuk 
pelaksaanaan job fair dilakukan setiap satu tahun sekali maka dari itu 
masyarakat seluruh provinsi riau harus dintutut untuk tau akan program yang 
membantu para pencari kerja dalam menemukan perusahaan yang sedang 
menerima lowongan pekerjaan. Program bursa kerja(job fair) untuk diprovinsi 
merupaakan program baru yang pertama kali diadakan pada tahun 2016, 
kemudian 2017, kemudian 2019, 2018 tidak diadakan. Pada dasarnya untuk 
tingkat provinsi  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tentu 
memiliki khalayak luas dari berbagai kabupaten dan kota yang berada 
disekitaran provnisi riau.  
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Pada pelaksanaan Bursa Kerja(Job Fair) Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Riau memberi tugas pada bagian pelaksana fungsi 
Humas untuk bekerjasama dengan bidang yang memiliki wewenang dalam 
melaksanakan Job Fair,yaitu bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 
(PTK) agar masyarakat tau program yang Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Prinvinsi Riau berikan dalam mengurangi pengangguran yang ada 
diprovinsi riau. Dalam hal ini Humas bertugas dalam memberitahu masyarakat 
agar masyarakat atau pencari kerja bisa bertemu dengan perusahaan yang 
sedang menerima lowongan.  
Peran humas sangat penting bagi instansi sehingga perlu ditelaah lagi 
mengenai peran humas didinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi riau 
Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti di Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Riau tersebut dengan judul Penelitian “Peran Humas 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksanaan 
Program Bursa Kerja(Job Fair)” 
B. Penegasan Istilah 
Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul, maka penulis 
memaparkan penegasan istilah : 
1. Peran 
Peran adalah fungsi, kedudukan atau bagian dari aktifitas yang dimainkan 





Humas adalah bagian dari kegiatan manajemen komunikasi yang 
dilakukan secara berkesinambungan oleh organisasi, lembaga, perusahaan 
untuk memelihara citra serta membentuk opini yang positif dari masyarakat 
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serta khalayak(publik) agar organisasi, lembaga atau perusahaaan 
memperoleh sokongan dari masyarakat.
3
 
3. Pelaksanaan  
Pelaksanaan adalah suatu tindakan yang sudah direncanakan, dimana 
rencananya sudah disusun secara matang. Pelaksaan bisa disebut dengan 
penerapan dari rencana yang disusun. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang artinya 
menjalankan atau melakukan suau kegiatan.
4
 
Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 
untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah 
dirumuskan dan ditetapkan dengan lengkap segala kebutuhan, alat-alat 
yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tmpat 
pelaksanaannyamulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu 
proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan 
ditetapkan yang terdiri atas pengambilakn keputusan, langkah yang 
strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna 
mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
5
 
4. Program Job Fair 
Menurut Joan L. Herman
6
 program ialah segala sesuatu yang dicoba 
lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. 
Bursa Kerja (Job Fair) sadalah salah satu program yang ditajah oleh Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang memfasilitasi 
pertemuan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.
7
 
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 
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Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau merupakan unsur 
pelaksan otonomi daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi diprovinsi 
riau yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur 
melalui SEKDA. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinisi riau 
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah 
dibidang tenaga kerja dan transmigrasi provinsi riau. Berdasarkan asas 
otonomi daerah dan tugas pembantuan.
8
 
C. Rumusan Masalah 
Untuk memudahkan penelitian, perlu membuat rumusan masalah agar 
penelitian yang dilakukan lebih terarah. Rumusan masalah “ Bagaimana 
Peran Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam 
Pelaksanaan Program Bursa Kerja(Job Fair)? ” 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Humas Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Program Bursa 
Kerja(Job Fair). 
E. Kegunaan Penelitian 
A. kegunaan Teoritis 
Kegunaan penelitian ini untuk menambah wawasan tentang Peran Humas 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksanaan 
Program Bursa Kerja(Job Fair). 
B. Kegunaan Praktis  
Sebagai persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi , Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
F. Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
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Terdiri dari Latar Belakang, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan 
Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan 
Sistematika Penulisan. 
BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 
Terdiri dari Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Pikir. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Terdiri dari jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu 
Penelitian, Sumber data atau Informan Penelitian, Teknik 
Pengumpulan Data, Validita Data, dan Teknik Analisa Data. 
BAB IV : GAMBARAN UMUM 
Terdiri dari Gambaran Umum tempat penelitian yaitu Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN  
Terdiri dari data yang didapat selama penelitian berangsung 
BAB VI : PENUTUP 





KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 
 
A. Kajian Terdahulu 
1. Saroddin.2017. Peranan Humas PEMDA dalam Mensosialisasikan 
Informasi Pembangunan Daerah (Studi di Daerah Kabupaten Jeneponto). 
Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar. 
Hasil penelitian : 
a. Strategi humas yang digunakan dalam mensosialisasikan informasi 
pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto yaitu adanya kerjasama dari 
pihak media massa maupun dari pihak instansi lainnya yang terkait, 
kedisiplinan pegawai humas dalam menjalankan program-program yang 
telah dirancang, pelaksanaan program kerja urusan wajib pada bagian 
humas sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto telah mencapai hasil 
yang maksimal, hal ini dapat dilihat pada table realisasi keuangan yang 
mencapai 96,62%. secara fisik pelaksanaan kegiatan telah terlaksana 
dengan baik dan optimal serta memenuhi tugas dan fungsi yang 
dibebankan, hal ini tercermin dari pencapaian sasaran. 
b. hambatan yang dihadapi humas pemda dalam mensosialisasikan 
informasi pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto yakni sarana 
Transportasi, secara umum tidak ada ditemukan permasalahan pada 
bagian humas Sekretariat Kabupaten Jeneponto yang sangat amen detail, 
cuma ada beberapa sarana dan prasarana yang harus diupayakan untuk 
peningkatan dan penambahan, agar dapat mengantisipasi kendala dan 




Perbedaan penelitian : objek penelitian, informan penelitian, latar 
belakang penelitian 
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2. Danisa Maharani Saleh. 2018. Peran Humas dalam Mmeberikan Pelayanan 
Kepada Masyarakat di Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota 
Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. 
 
Hasil penelitian : 
a. Peran humas sebagai penghubung komunikasi antara organisasi dengan 
masyarakat yaitu : penyampaian informasi kebijakan pemerintah kota 
yogyakarta, kegiatan pemerintah kota yogyakarta,laporan keuangan, 
himbauan himbauan wabah penyakit, pencapaian atas prestas kota 
Yogyakarta, serta informasi darurat bencana di Yogyakarta yang 
ditujukan kepada masyarakat. 
b. Peran humas sebagai pembina hubungan antara organisasi yang 
diwakilinya dilakukan dengan kerjasama Organisasi Perangkat 
Daerah(OPD) dan rekan media wartawan. 
c. Peran humas ebagai pendukung fungsi manajemen organisasi yaitu 
humas menjalankan kgiatan melakukan proses penemuan fakta (fact 
finding) dan proses pengkomunikasian (communicating) untuk dijadikan 
bahan pertimbangan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. 
d. Peran humas sebagai pembangun dan pencipta citra positif organisasi 
yaiu dengan memberikan pelayanan secara terbuka kepada masyarakat.
10
 
Perbedaan peneliti : Objek penelitian, latar belakang penelitian 
3. Belinda Devi Larasati Siswanto, Firda Zulisia Abraham.2016. Peran Humas 
Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas Pemprov 
Kalimantan Selatan. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan 
Informatika Banjarmasin. 
Hasil penelitian : 
Peran fasilitator komunikasi pada Biro Humas tidak maksimal, 
ketidaktersediaan informasi yang dapat diakses oleh publik menjadi 
penyebab tidak maksimalnya peran humas sebagai fasilitator komunikasi 
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dari masyarakat ke pemerintah, maupun sebaliknya. Informasi pemerintahan 
yang seharusnya dapat diakses pada website maupun media sosial yang 
telah tersedia tidak berjalan maksimal, begitu juga dengan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang perannya dipegang oleh 
Biro Humas, informasi yang seharusnya dapat di akses melalui website, 
tidak tersedia. Ini berkebalikan dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) yang fungsinya hanya PPID Pembantu, tetapi mereka telah 
siap memberikan informasi ke publik melalui website yang dikelola.
11
 
Perbedaan peneliti : Objek penelitian, latar belakang penelitian 
4. Dahmiri, mahsita dewi. Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi dalam membantu para pencari kerja dikabupaten sarolangun. 
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. 
Hasil penelitian : 
Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam 
membantu para pencari kerja di Kabupaten Sarolangun yaitu dengan 
pelayanan kartu kuning, penginformasian lowongan pekerjaan, pelatihan 
atau pemagangan dan penempatan tenaga kerja.
12
 
Perbedaan peneliti : Objek penelitian, teori yang digunakan dalam 
penelitian 
5. Iir Piona. 2015. Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam 
emngurangi jumlah pengangguran dikabupaten siak.  Jurusan Ilmu 
Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Riau. 
Hasil Penelitian : 
Strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Siak dalam mengurangi jumlah penganguran di 
Kabupaten Siak yaitu dengan mengadakan job fair/pameran bursa kerja dan 
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menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan agar pencari kerja mudah 
mendapatkan perkerjaan yang sesuai dengan keinginan,keahlian dan 
keterampilan yang dimiliki. Dan memberi pinjaman modal usaha mandiri 
terhadap pengangguran agar bisa membantu dalam mengurangi jumlah 
pengangguran di Kabupaten Siak.
13
 
Perbedaan penelitian : teori yang digunakan dalam penelitian, objek 
penelitian 
6. Anik. 2011. Kegiatan humas dalam mempubiasikan berita melalui media 
massa pada sekretariat DPRD provinsi Jawa Tengah. Universitas Negeri 
Semarang. 
Hasil penelitian : 
Humas erat kaitannya dengan menjalin hubungan dengan masyarakat, 
dan salah satu kegiatannya dengan publikasi. Dalam kegiatan-kegiatannya 
humas mempublikasikan berita antara lain: ekpose, dialog interaktif, 
pertemuan/rapat, kerjasama dengan surat kabar harian,jumpa pers dan pers 
tour atau kunjungan dinas, penerbitan majalah mimbar, dan papan 
informasi, kerjasama dengan radio dan televisi.
14
 
Perbedaan penelitian : teori yang digunakan, objek penelitian. 
B. Kajian Teori 
Kajian teori untuk memaparkan teori yang berhubungan dengan masalah 
penelitian. Teori merupakan proposisi yang memberikan penjelasan atau suau 
gejala. Teori memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. 
Biasanya, walaupun tidak selalu, teori merupakan rumus yang menyatakan 
hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dengan teori 
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, yaitu peran merupakan aspek dinamis 
kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 
sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut 
Giros Meson dan Mceachere
17
mendefenisikan peran adalah sebagai 
perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati 
kedudukan sosial tertentu dan didalam peran ada dua macam harapan, 
yaiitu: 
a. Harapan-harapan masyarakat terhadap pemegang peran.  
b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap 
masyarakat atau orang-orang yang berhubungan dengannya dalam 
menjalankan perannya dan kewajibannya. 
Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu 
yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran 
adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi 
sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang 
diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran 
sadalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran 
tersebut, hakekatnya yaitu peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu 
rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.
18
 
Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan 
oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial 
peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika 
menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah 
batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada 
                                                          
16
 Soerjono Soekanto, dalam Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2002), 243. 
17
 Kasali dan Rhenald, dalam Manajemen Public Relations (Jakarta: Pustaka Utama 
Grafiti, 1994), 99. 
18
 W.J.S. Poerwadarminto, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai 




dalam satu penampilan/ unjuk peran (role perfomance).
19
 Jadi peran adalah 





  mendefinisikan humas sebagai “Hubungan dengan 
masyarakat luas, sepeti melalui publisitas;khususnya fungsifungsi 
korperasi, organisasi dan sebagainya yang berhubungan dengan usaha 
untuk menciptakan opini publik dan citra yang menyenngkan untuk 
dirinya sendiri”. Humas lembaga pemerintah, yakni “merupakan suatu 
keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi kebijakan 






, humas pemerintah pada dasarnya 
tidak bersifat politis, bagian humas diinstitusi pemerintahan dibentuk 
untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan 
mereka. Memberi informasisecara teratur tentang kebijakan, rencana-
rencana serta hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepadaa 
masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatu 
yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain keluar, humas 
pemerintah dan politik juga harus memungkinkan untuk memberi 
masukan dan saran bagi pejabat tentang segala informasi yang diperlukan 
dan reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, 
baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan, ataupun yang 
sedangan diusulkan. 
Humas adalah bagian dari kegiatan manajemen komunikasi yang 
dilakukan secara berkesinambungan oleh organisasi, lembaga, perusahaan 
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untuk memelihara citra serta membentuk opini yang positif dari 
masyarakat serta khalayak(publik) agar organisasi, lembaga atau 
perusahaaan memperoleh sokongan dari masyarakat.
23
 Menurut Profesor 
Edward L. Bernays
24
 mengatakan bahwa Hubungan Masyarakat 
mempunyai tiga pengertian : 
1. Memberikan penerangan kepada masyarakat.  
2. Membujukan langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap dan 
tindakan,  
3. Usaha-usaha pengintegrasian sikap dan tindakan dari perusahaan kita 
dengan masyarakat dan dari masyarakat dengan perusahaan kita. 
Menurut Frank jenfkins
25
, humas adalah semua bentuk komunikasi 
yang terencana, baik itu kedalam maupun ke luar antar suatuorganisasi 
dengan semua khalayak nya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik 
yang berlandaskan pada saling pengertian saja, melainkan ada tujuan 
khusus seperti penanggulangan maslaah-masalah komunikasi yang 
memerlukan suatu perubahan tertentu, misalknya mengubah sikap yang 
negatif menjadi positif. 
Jdi dapat disimpulkan humas merupakan sebagai jembatan 
penghubung antara instansi dengan masyarakat. Didalam aktivitas humas 
tidak dapat dipisahkan dengan penyebaran informasi yang dilakukan 
untuk masyarakat maupun untuk publik internal dari instansi. Dengan 
adanya humas dapat membantu instansi mencapai tujuan. 
3. Fungsi dan Tugas Humas 
Effendy
26
 mengutip Bertrand R. Crandfield menyebut fungsi humas 
adalah : 
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1. Mengabdi kepada kepentingan umum 
2. Memelihara komunikasi yang baik 
3. Menekankan pada moral dan prilaku yang baik. 
Tugas khusus Humas:  
a. Tugas penasehat dari semua pihak yang membutuhkan data  berdasarkan 
penelitian dan analisa yang dilakukan.  
b. Membimbing bagian-bagian bawahnya.  
c. Berhubungan dengan media sebagai juru bicara dalam konferensi pers 
dan kegiatan lain yang serupa.  
d. Menyusun laporan tahunan untuk dipublikasikan.  
e. Membantu pemasaran, periklanan dan presentasi lainnya.  
f. Menyelenggarakan peringatan, perayaan, open hause, kongres dan lain-
lain.  
g. Penelitian untuk meningkatkan komunikasi yang afektif.  
h. Menyediakan sarana-sarana audio visual.  
i. Membuat dokumentasi dan alamat-alamat sebagai sarana kondisi.27 
Menurut Rosady Ruslan
28
 proses dalam kegiatan komunikasi yang 
merupakan faktor utama yang dapat menentukan kelancaran proses 
manajemen dalam fungsi kehumasan dari lembaga yang diwakilinya, pada 
umumnya manajemen humas melalui fungsi atau beberapa tahapan-tahapan 
sebagai berikut :  
a. Perencanaan(planning) yaitu langkah awal yang dilakukan dalam 
mepermudah dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 
b. Pengorganisasian(organizing) yaitu upaya dalam mengkoordinasikanatau 
mempersiapkan elemen-elemen yang dibutuhkan untuk melakukan suatu 
pekerjaan dalam mecapai sebuah target. 
c. Actuating suatu tindakan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh aspek-
aspek pendukung yang diorganisasikan humas. 
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d. Pengawasan(controlling) suatu tindakan yang dilakukan oleh humas 
dalam melakukan pengawasan atas kinerja yang dilakukan oleh anggota-
anggotanya agar tidak terjadi kesalahan atau 
penyimpanganpenyimpangan. 
e. Penilaian(evaluating) suatu tindakan untuk mengukur dan mengevaluasi 
pekerjaan yang telah dilakukan serta bersifat kolektif demi perbakan-
perbaikan selanjutnya. 
4. Peran Humas 
Rosady Ruslan
29
 menjelaskan secara rinci empat peran utama humas 
adalah sebagai berikut:  
a. Communicator  
Artinya kemampuan sebagai komunikator yang baik secara 
langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan 
lisan (spoken person) atau tatap muka dan sebagainya. Disamping itu 
juga bertindak sebagai mediator dan sekaligus persuador.  
b. Relationship  
Kemampuan peran pr/humas membangun hubungan yang positif 
antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. 
Juga, berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, 
kerjasama dan toleransi antara kedua belah pihak.  
c. Back up management  
Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan 
lain, seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia dan 
sebagainya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan 
pokok perusahaan/organisasi.  
d. Good image maker  
Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, 
reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas public 
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relatioans dalam melaksanakan manajeman kehumasan membangun 
citra dan nama baik lembaga/organisasi dan produk diwakilinya. 
Jadi ada empat yang menjadi peran humas, dimana disetiap peran 
memiliki saling terhubung, humas sebagai communicator yaitu humas 
sebagai jembatan penghubung antara instansi dngan publik, baik itu publik 
internal maupuun publik eksternal dengan cara melakukan komunikasi. 
Sebagai relationship yaitu humas membentuk kerjasama dengan pihak 
ekstern maupun intern untuk mempermudah pekerjaaan dengan saling 
menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai back up manajemen yaitu 
humas melaksakanakan fungsi manajemen untuk mempermudah mecapai 
tjuan instansi. Good image maker yaitu  humas mampu membentuk citra 
instansi dimata masyarakat. 
Dozier & Broom
30
 peranan Public Relations dalam suatu organisasi 
dibagi menjadi empat kategori diantaranya : 
a. Penasehat Ahli (Expert Presciber) 
Seorang praktisi pakar public relations yang berpengalaman dan 
memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam 
penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (public relationship). 
Hubungan praktisi pakar public relations sama halnya hubungan dokter 
dengan pasiennya. Artinya, pihak manajemen bertindak pasif untuk 
menerima atau mempercayai apa yang telah disarankan atau usulan dari 
pakar PR (expert presciber) tersebut dalam memecahkan dan mengatasi 
persoalan public relations yang tengah dihadapi oleh organisasi 
bersangkutan. 
b. Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator) 
Dalam hal ini, praktisi PR bertindak sebagai komunikator atau 
mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar 
apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Dipihak lain, dia 
juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan 
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harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan 
komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, 
mempercayai, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari 
kedua belah pihak. 
c. Fasilitator proses pemecahan masalah (Problem Solving Proces 
Fasilitator) 
      Peran praktisi PR dalam proses pemecahan persoalan public 
relations ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini 
dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai 
penasihat (adviser) hingga mengambil tindakan eksekusi (keputusan) 
dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara 
rasional dan profesional. Biasanya dalam menghadapi suatu krisis yang 
terjadi, maka dibentuk suatu tim posko yang dikorrdinir praktisi ahli PR 
dengan melibatkan berbagai macam departemen dan keahlian dalam 
suatu tim khusus untuk membantu organisasi, perusahaan dan produk 
yang tengah menghadapi suatu persoalan krisis tertentu. 
d. Teknik Komunikasi (Communication Technician) 
Berbeda dengan tiga peran praktisi PR profesional sebelumnya 
yang terkait erat dengan fungsi manajemen organisasi. Peranan 
communication techician ini menjadikan seorang PR sebagai journalis in 
resident yang hanya menyediakan layanan teknik komunikasi atau 
dikenal dengan metode komunikasi. Sistem komunikasi dalam 
organisasi tergantung masing-masing bagian atau tingkatan, yaitu secara 
teknis komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang 
dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari 
bawahan ketingkat atasan. 
5. Media Humas 
Media merupakan sesuatu yang terpenting bagi humas untuk 




dilaksanakan oleh humas. Menurut Jefkins
31
 menjelaskan terdapat beberapa 
jenis-jenis media humas diantaranya:  
a. Media pres (press)  
Media yang terdiri dari media cetak yaitu koran, majalah, buku 
petunjuk khusus, buku-buku tahunan dan laporan tahunan yang 
diterbitkan secara umum.  
b. Audio-visual  
Media ini terdiri dari slide dan kaset video, atau biasa juga gabungan 
film-film dokumenter.  
c. Radio  
Jenis ini meliputi semua jenis radio lokal, nasional maupun 
international yang dipancarkan secara luas.  
d. Televisi  
Penyebaran informasi dapat melalui televisi nasional maupun 
regional dan juga televisi internasional serta sistem-sistem teletext.  
e. Pameran (exhibiton)  
Humas dapat memanfaatkan pameran yang diadakan di suatu tempat 
untuk memperkenalkan produk. 
e. Bahan-bahan cetakan (printed material) 
Yaitu berbagai macam bahan cetakan yang bersifat mendidik, 
informative dan menghibur yang disebarkan dalam berbagai bentuk guna 
mencapai tujuan humas.  
 
f. Penerbitan buku khusus (sponsored books).  
Isi buku ini bisa bermacam-macam, misalnya saja mengenai seluk-
seluk organisasi, petunjuk lengkap mengenai penggunaan produk-
produknya atau bisa juga keterangan tentang berbagai aspek yang 
berkenaan dengan produk atau organisasi itu sendiri.  
h. Surat Langsung (direct mail)  
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Media ini digunakan sebagai alat penyampai pesan ditunjukkan 
kepada orang-orang tertentu saja, tapi juga kepada berbagai macam 
lembaga yang sekiranya relevan, atau untuk dipajang di tempat umum.  
i. Pesan-pesan lisan (spoken word)  
Kegiatan seperti ini bisa dilangsungkan dalam berbagai 
kesempatan seperti dalam acara sarapan pagi bersama, di sela-sela 
pertemuan Dinas, dalam pembicaraan telepon, atau dalam suatu seminar.  
j. Pemberian sponsor (sponsorship)  
Kegiatan sponsorship ini dilakukan untuk mendukung suatu iklan 
atau usaha-usaha pemasaran. Dalam setiap sponsor terkandung elemen 
humas, karena terdapat niat baik organisasi yang memberikannya. 
k. Jurnal Organisasi (house journalis)  
Suatu bentuk terbitan dari sebuah perusahaan atau organisasi yang 
sengaja dibuat dalam rangka mengadakan komunikasi dengan khalayak.  
l. Ciri khas (house style) dan identitas perusahaan (corporate identity)  
Bentuknya bisa bermacam-macam, bergantung pada bentuk dan 
karakter organisasi. Ciri khas organisasi atau identitas perusahaan ini 
sengaja diciptakan untuk mengingatkan khalayak atas keberadaan dari 
organisasi yang bersangkutan.  
m. Bentuk-bentuk media humas lainnya  
Masih banyak lagi bentuk-bentuk media humas. Seiring dengan 
revolusi waktu dan kemajuan teknologi, bisa dipastikan bahwa media 




, media humas terdiri dua bentuk yaitu media internal dan 
media eksternal, penjelasan sebagai berikut:  
a. Media Internal  
Media internal dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat 
berbentuk majalah, tabloid, bulletin, koran, website, intranet intansi, 
company profile, financial report. 
                                                          
32




b. Media Eksternal  
Media eksternal yang dibuat oleh public relations adalah media 
massa baik yang berbentuk media cetak maupun elektronik seperti 
kalender, brosur. 
Dalam membantu pekerjaan seorang humas, humas membutuhan 
media untuk sarana dalam melakukan proses komunikasi. Dizaman yang 
canggih saat ini banyak sekali yang isa dijadikan media humas dalam 
melakukan kegiatannya, baik itu media cetak maupun media elektronik. 
6. Sasaran Humas 
Rosady Ruslan
33
 mengatakan sasaran humas secara umum sebagai 
berikut:  
1. Kelompok yang berkepentingan seperti pemerintah, baik pemerintah pusat 
maupun daerah (government relations).  
2. Masyarakat sekitar atau tertentu (community relations).  
3. Kelompok pemakai produk atau pelanggan (customer and consumen 
relations).  
4. Badan lembaga swadaya masyarakat (consumen bodies).  
5. Kelompok sebagai penekan (pressure group).  
6. Kelompok pemuka agama dan masyarakat (opinion leader).  
7. Trade association atau asosiasi perdagangan dan profesi yang merupakan 
industrial relations.  
8. Kelompok business relations atau kelompok relasi bisnis.  
9. Kelompok internal (internal relations) dan pemilik perusahaan.  
7. Bursa Kerja (Job Fair) 
Bursa kerja (job fair) merupakan salah satu program yang ditaja oleh 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang menjadikan 
masyarakat atau pencari kerja sebagai sasaran dari program tersebut, guna 
untuk membenatu masyarakat atau para pencari kerja menemukan 
perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Bursa Kerja (Job 
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Fair) merupakan program unggulan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Riau. 
Mekanisme Pelaksanaan Program Bursa Kerja(Job Fair), yaitu : 
a. Pendataan lowongan di perusahaan 
Panitia penyelenggara menghubungi dan melakukan ke perushaan guna 
menginformasikan rencana pelaksanaan program bursa kerja(job Fiar) 
sekaligus menghimpun jumlah dan jenis lowongan pekerjaan yang 
tersedia. Mengdaftar dan mengidentifikasi pengguna jasa tenaga 
kerja/pemberi kerja yang akan mengikuti bursa kerja(Job Fair) serta 
jabatan jabatan yang akan diinformasikan saat job fair menggunkan form 
isian permintaan. 
b. Penentuan tempat dan pengurusan ijin pelaksanaan 
Penentuan tempat perlu dilakukan agar informasi pelaksaan job fair dapat 
disebarluaskan. Selain itu, terkait dengan pengurusan ijin keramaian dan 
pengamanan pelaksanaan dilakukan kepihak kepolisian/keamanan 
setempat termasuk Satuan Palisi Pamong Praja. 
c. Pelaksanaan kegiatan 
Bursa Kerja Job Fair dilaksankan sesuai dengan ketentun yang berlaku, 
dengan menjamin keamanan serta memfasilitasi pertemuan antara 
pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.
34
 
Bursa kerja (job fair), para pencari kerja dapat mengisi posisi 
lowongan pekerjaan yang ditawarkan dengan memilih langsung jenis 
pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan keahlian yang dimiliki. Bursa 
kerja (Job Fair) dapat digunakan untuk mengukur potensi diri sehingga 
dapat meningkatkan kompetensi pencari kerja baik didunia pendidikan 
formal maupun lembaga pelatihan kerja swasta ataupun balai kerja 
pemerintah yang telah ditingkatakan kapasitasnya dari tahun ketahun.
35
 
Jadi, Bursa Kerja (Job Fair) memfasilitasi orang yang membutuhkan 
pekerjaan agar bertemu dengan pihak yang menerima lowongan pekerjaan 
                                                          
34
 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 
35




agar dapat mengurangi angka pengangguran di provins riau. Dinas tenaga 
kerja dan transmigrasi provinsi riau berkerjasama dengan berbagai 
perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Ada beberapa 
Tujuan dari Program Bursa Kerja (Job Fair), yaitu : 
1. Memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkankan pekerjaan sesuai 
dengan bakat,minat dan keterampilan. 
2. Membantu perusahaan/pengguna tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga 
kerja berkualitas,profesionall,sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
3. Menbetahui tren/kecendrungan kualitas pencari kerja dan jenis pekerjaan 
serta lowongan pekerjaan yang tresdia. 
4. Mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan 
tenaga kerja. 
5. Memberikan informasi pasar kerja bagi pencari kerja yang 
memmbutuhkan. 




Sasaran dari program Bursa Kerja (Job Fair) Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi Riau,yaitu :
37
 
1. Pencari kerja penduduk usia kerja yang belum dapat pekerjaan 
tetap/penghasilan. 
2. Pengguna tenaga kerja baik PMA maupun PMDN,untuk pameran 
bursa kerja (job fair) seperti kab/kota seprov riau. 
3. Perusahaan pangerh tenaga kerja indonesua swasta(PPTKIS). 
 
C. Konsep Operasional 
Konsep operasional dapat mempermudah untuk mengetahui Peran 
Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam 
Pelaksanaan Program Bursa Kerja(Job Fair). Indikator yang peneliti gunaka 
sebagai beriku : 
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Yaitu humas sebagai penghubung antara instansi Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan publiknya, baik itu publik 
internal maupun publik eksternal dimana humas disini sebagai “pemberi 
informasi”. 
b. Relationship 
Yaitu humas mebngun hubungan yang baik dengan publik, dengan 
melakukan kerjasama dengan publik. 
c. Back up manajemen 
Yaitu untuk mencapai tujuan instansi, humas melaksnakan back up 
manajemen. 
d. Good image maker 
Yaitu humas membangun dan menciptakan citra instansi yang 


























D. Kerangka Pikir 
Berdasarkan teori yang penulis gunakana dalam penelitian ini, diperoleh 














Sumber : olahan peneliti 
 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Riau 
Peran Humas 




Pelaksanaan program Bursa Kerja 






A. Desain Penelitian  
Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitandengan suatu cara 
kerja(sistematis) untuk memahami suatu objek, sebagi upaya untuk 
menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan 
termasuk keabsahannya.
38
 Metode penelitian adalah cara atau strategi 
menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan, metode 
penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan 
teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data.
39
 
Jenis penelitian yang dipakai dlam penelitian ini adalah kualitatif. 
Menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip Moleong
40
,yang dimaksudkan 
dengan penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang dapat diamati’. Jadi, jenis penelitian kualitatif tidak berupa angka. 
Secara harfiah, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang 
didapat tidak dieroleh melalui prosedur hitung-menghitung atau perhitungan 
dalam statistik, atau menghitung dengan cara-cara lain yang menggunakan 
angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai 
atau makna yang terdapat dibalik fakta kualitas, nilai atau makna hanya dapat 
diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata.
41
 
John W.Creswell dalam Hamid Patilima
42
 mendefinisikan pendekatan 
kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial 
atau masalah manusia berdasarkan pada pnciptaan gambar holistik yang 
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dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, 
dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. 
Tujuan dari pendekatan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
bagaman peran Humas yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Riau dalam pelaksaan program unggulnya yaitu Program Bursa Kerja 
(Job Fair) yang menjadikan para pencari kerja sebagai sasaran dari program. 
Data yang diperoleh pada penelitian ini didapat di Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Riau saat melakukan pengumpulan data dan analisis 
data. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Riau. Alamat, jalan Pepaya No.57-59 Pekanbaru (28011) Riau. Telp 
0761-21733 Fax 0761-22285. Waktu penelitian diperkirakan mulai bulan 
Desember 2019- Mei 2020. 
C. Sumber Data  Penelitian 
Pengertian sumber data menurut Zulfadrial
43
 “adalah subjek dari mana 
data dapat diperoleh.” Yang menjadi sumber data utama dalam penelitian 
metode kualitatidf adalah informan dari penelitian dan dokumen yang 
mendukung penelitian. Sengkan informan adalah subjek yang memahami 






, bila dilihat dari sumber datanya, maka 
pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. 
Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 
pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan data yang tidak 
langsung memberikan data kepada pengumpul data. 
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1. Data primer 
Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari 
objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data ini berupa 
observasi, wawancara, dokumentasi.
46
 Data primer peneliti peroleh langsung 
dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 
2. Data sekunder 
Sugiyono
47
 mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data 
yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 
melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan 
untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu 
dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan 
kegiatan yang diadakan oleh perputakan dan lain sebagainya.  
Pada penelitian kualitatif, pemilihan informan dengan maksud tidak 
selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian, tetapi yang penting 
informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan 
keadaan sebenarnya tentang objek  penelitian.
48
 
Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah informan 
yaitu orang yang mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 
Dalam hal ini adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian yang merupakan 
Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 
Tabel 3.1  Informan penelitian 
No Nama Jabatan 
1 Dra.Hadiyati Noor Fauziah Kepala subbag Umum dan Kepegawaian/ 
Kepala Humas 
2 Mulyono Staff Humas 
3 Eva Ismail S.Sos, M.Si 
diwakili Turi, S.Sos 
Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan 
Tenaga Kerja  
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Pada dasarnya, metode-metode pengumpulan data dalam penelitian 
kualitatif sekaligus juga adalah metode metode analisa adata, dengan kata lain 
prosedur metodis sekaligus juga adalah strategi analisa data itu sendiri, 
sehingga proses pengumpulan data juga sekaligus adalah proses analisis data.
49
 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling trategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
50
 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 
sebagi berikut : 
1. Observasi 
Observasi merupakan pengumpulan data dengan observasi langsung 
atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan 
menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan 
tersebut.
51
 Observasi pada penelitian ini untuk melihat langsung kegiatan-
kegiatan yang terkait dengan peran humas.  
2. Wawancara 
Interview atau wawancara merupakan proses memperoleh 
keterangn untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap 
muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau 
responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 
guide(panduan wawancara).
52
 Wawancara merupakan cara pengumpulan 




Wawancara peda penelitian ini dilakukan dengan bertanya secara 
langsung dengan orang yang menjadi informan penelitian. 
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Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 
tertulis, dalam pelaksanaan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-
benda tertulisseperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, 





Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Arisapan yang 
dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 
E. Validitas Data 
Menguji vakiditas data pada penelitian ini, peneliti menggunakan 
teknik Triangulasi. Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri.
56
 Ada banyak 
jenis teknik triangulasi data, pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik 
triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu menggali kebenaran informasi 
tertentu melalui sumber memperoleh data. Dalam triangulasi sumber yang 
terpenting adalah mengetahui adanya alasan-alasan yang menjadi perbedaan-
perbedaan tersebut.
57
 Untuk menguji validitas data, peneliti menggunakan 
teknik triangulasi Sumber. 
F. Teknik Analisis Data 
Rosady ruslan
58
, menjelaskan bahwa “analisis data kualitatif bertujuan 
untuk lebih mengetahui fenomena-fenomena tentang aspek-aspek kejiawaan 
perilaku,sikap,tanggapan,opini,perasaan keinginan dan kemauan seseorang 
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atau kelompok.analisis secara kualitatif maksudnya adalah data hasil 
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A. Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau merupakan instansi 
yang menjadi unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Riau berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Riau mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan 
segala yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah terkhususnya 
dibidang ketenagakerjaan yang berdasarakan asas otonomi daerah. 
60
 
Tugas pokok dilaksanakan berdasarkan pasal 16, Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provnisi Riau melaksanakan fungsi :
61
 
a. Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, transmigrasi, 
kependudukan dan catatan sipil. 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 
tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil. 
c. Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja, 
transmigrasi,   kependudukan dan catatan sipil lingkup provinsi dan 
kabupaten/kota. 
d. Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, 
pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan 
industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian,  kependudukan dan 
catatan sipil. 
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja, transmigrasi, 
kependudukan dan catatan sipil. 
f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas. 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
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B. Visi Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 
1. Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 
Terwujudnya Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang Profesional, 
Produktif, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi serta Administrasi 
yang Tertib. 
2. Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 
Mewujudkan Sumber Daya Insani Riau yang Berdaya Saing Tinggi 
1) Mewujudkan Pembangunan Ketenagakerjaan Melalui Perluasan 
Lapangan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Peningkatan 
Kesempatan Kerja. 
2) Mewujudkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja. 
3) Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja 
dalam Segala Aspek. 
4) Mewujudkan Terlaksananya Hubungan Industrial yang Dinamis dan 
Dialogis. 
5) Mewujudkan Peningkatan Jaringan Kemitraan dalam Rangka 
Pencegahan dan Penyelesaian berbagai Permasalahan Tenaga Kerja. 
6) Mewujudkan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Kesehatan 
Keselamatan Kerja dalam upaya Penegakan Hukum menuju Terciptanya 
Iklim Investasi yang Kondusif. 
7) Mewujudkan Kualitas SDM Transmigran, Penyebaran Perpindahan 
Penduduk dan Mengembangkan Masyarakat Transmigrasi serta 
Masyarakat di sekitar Kawasan Transmigrasi serta berkelanjutan menuju 
Desa Maju, Mandiri dan Produktif.
62
 
C. Struktur Instansi 
Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan dijabarkan 
dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan 
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Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi Provinsi Riau, pasal 3 menyebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur 




Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi : 
1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Penempatan 
Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Bidang 
Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang Ketransmigrasian; 
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Penempatan 
Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Bidang 
Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang Ketransmigrasian; 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan 
dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan 
Persyaratan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang 
Ketransmigrasian;  
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan 
Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan 
Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang 
Ketransmigrasian; dan 




Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi Riau didukung oleh 227 Pegawai Negeri Sipil 
dengan susunan organisasi sebagai berikut:
65
 
1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
2. Sekretariat, terdiri atas: 
 
                                                          
63
 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 2020. 
64
 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau,2020. 
65




a. Subbagian Perencanaan Program; 
b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; dan 
c. Subbagian Kepegawaian dan Umum. 
3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas: 
a. Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja; 
b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja; dan 
c. Seksi Informasi Pasar Kerja. 
4. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri atas: 
a. Seksi Persyaratan Kerja; 
b. Seksi Lembaga Hubungan Industrial; dan 
c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas: 
a. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan 
Anak; 
b. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan/Kesehatan Kerja; dan 
c. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan. 
6. Bidang Ketransmigrasian terdiri atas: 
a. Seksi Penyediaan dan Pelayanan Tanah Transmigrasi; 
b. Seksi Pembangunan Fasilitas Kawasan dan Penempatan Transmigrasi; 
c. Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi. 
7.    UPT Latihan Kerja (UPT – LK) 
a. Sub Bagian Tata Usaha 
b. Seksi Pelatihan Kerja 




Gambar 3.1  Struktur Instansi 
 
 
D. Tugas Divisi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 
Tugas masing-masing divisi yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Riau, yaitu :
66
 
1. Kepala Dinas 
a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas 
membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
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kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada 
Daerah pada bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi 
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang 
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
 
2. Sekretaris 
a. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan 
evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan 
dan Perlengkapan, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum. 
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 
a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat. 
b) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat. 
c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
3. Kepala Subbagian Perencanaan Program 
Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 
perencanaan program. 
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan subbagian perencanaan program. 
c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan 




d. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja pemerintah 
daerah, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi peemrintah unit kerja. 
e. Melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur. 
f. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat korrdinasi dan rapat 
koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat 
koordinasi teknis. 
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada subbagian perencanaan program, dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya.  
4. Kepala subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang 
milik daerah 
Kepala subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang 
milik daerah mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian 
keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah. 
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan, perlengkapan dan 
pengelolaan barang milik daerah. 
c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset. 
d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai. 
e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan 
keuangan dan aset. 
f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang 
milik daerah. 
g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada 
penguasaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi. 
h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut lanjut laporan hasil 
pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan 
kegiatan. 





j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran. 
k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan 
aset. 
l. Melakukan fasilitas rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja. 
m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada subbagian keuangan, perlengkapan dan 
pengelolaan barang milik daerah, dan Melaksanakan tugas kedinasan lain 
yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya 
5. Kepala subbagian kepegawaian umum atau humas 
Kepala subbagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian 
kepegawaian dan umum. 
b. Memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 
bawahan di lingkungan subbagian kepegawaian dan umum. 
c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat. 
d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian. 
e. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, 
peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan 
evaluasi jabatan. 
f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai. 
g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian. 
h. Menyelenggarakan urusan kehumasan. 
i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi. 
j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat rapat, pertemuan dan upacara, 
serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas. 
k. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah 
berkoordinasi dengan badan pengelola keuangan dan aset daerah. 
l. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, 
keindahan, keamanan dan ketertiban kantor. 





n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada subbagian kepegawaian dan umum, dan 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
6. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 
a. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas 
melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pelatihan, 
Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Seksi Penempatan dan 
Perluasan Kerja, dan Seksi Informasi Pasar Kerja. 
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Bidang menyelenggarakan fungsi: 
a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
b) Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 
c) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa     
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pelatihan dan 
Penempatan Tenaga Kerja 
d) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai   
tugas dan fungsinya. 
7. Kepala seksi pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja  
Kepala seksi pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja 
mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pelatihan 
dan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan seksi pelatihan, pemagangan dan 
produktivitas tenaga kerja. 




kompetensi maupun pelatihan berbasis masyarakat. 
d. Menginventarisir kelembagaan pelatihan pemagangan perusahaan dan 
kegiatan pemagangan yang mencakup program, jenis keterampilan, 
sertifikasi dan pendanaan pelatihan. 
e. Melaksanakan supervisi lembaga pelatihan kerja swasta dan pelatihan 
pemagangan yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja. 
f. Merencanakan dan melaksanakan program pengembangan dan 
peningkatan produktivitas dikalangan tenaga kerja formal, informal dan 
masyarakat. 
g. Menyusun pedoman teknis uji kompetensi tenaga kerja dan database 
tenaga ahli pelatihan dan produktivitas didaerah. 
h. Melakukan registrasi kepada enaga kerja yang telah mendapat surat bukti 
kompeten dan menerbitkan surat bukti kompetensi kepada tenaga 
kerja/calon tenaga kerja yang telah lulus uji kompetensi. 
i. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja bersama dengan lembaga 
pelatihan kerja provinsi riau. 
j. Mengidentifikasi lembaga-lembaga sertifikasi profesi yang ada di daerah 
dan melaksanakan uji kompetensi kepada lulusan lembaga-lembaga 
latihan baik pemerintah maupun swasta. 
k. Melaksanakan program pemagangan dan pendampingan kepada peserta 
program magang kerja dalam dan luar negeri. 
l. Melaksanakan workshop jejaring pemagangan dan produktivitas. 
m. Melaksanakan pelatihan assessor. 
n. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kewirausahaan di kalangan 
pelajar/mahasiswa, pelaku usaha kecil dan menengah serta masyarakat 
umum melalui media cetak/media massa dan saluran informasi lainnya. 
o. Melakukan pengukuran Produktivitas tenaga kerja di perusahaan, secara 
sektoral dan regional. 
p. Melaksanakan identifikasi, pemetaan potensi daerah dan pendampingan 
usaha bagi pelaku usaha kecil menengah serta konsultasi produktivitas 




kalangan industri, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara 
di daerah. 
q. Melaksanakan pemberian penghargaan produktivitas siddhakarya terhadap 
usaha kecil dan menengah lingkup provinsi riau. 
r. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi profesi dan asosiasi dalam 
rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja. 
s. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada seksi pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga 
kerja, dan 
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
8. Kepala seksi penempatan dan perluasan kerja 
a. Kepala seksi penempatan dan perluasan kerja mempunyai tugas : 
b. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi 
penempatan dan perluasan kerja. 
c. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan seksi penempatan dan perluasan kerja. 
d. Menginventarisasi dan mendata jumlah tenaga kerja asing dan memproses 
perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang wilayah 
kerjanya lebih dari satu kabupaten/kota di provinsi riau serta memproses 
penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta. 
e. Menerbitkan rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing baru 
dan perpanjangan. 
f. Melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan 
evaluasi sesuai bidang tugas pokok seksi penempatan dan perluasan kerja. 
g. Memantau dan mengevaluasi terapan teknologi padat karya dan perluasan 
kerja sistem padat karya. 
h. Mempromosikan hasil terapan teknologi padat karya dan perluasan kerja 
sistem padat karya. 
i. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang 




swasta maupun pemerintah untuk menempatkan lulusan lembaga latihan 
kerja. 
j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada seksi penempatan dan perluasan kerja, dan 
k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
9. Kepala seksi Informasi Pasar Kerja 
Kepala seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi informasi 
pasar kerja. 
b. Membagi tugas, membimbing, memriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan seksi informasi pasar kerja. 
c. Membuat dan melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah makro di 
tingkat provinsi serta supervisi dan konsultasi kepada kabupaten/kota di 
provinsi riau untuk membuat perencanaan tenaga kerja daerah secara 
makro dan lembaga/perusahaan secara makro 
d. Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan informasi 
persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja/informasi pasar kerja 
serta informasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pada lembaga 
pelatihan, instansi pemerintah maupun swasta. 
e. Melaksanakan analisa data ketenagakerjaan untuk bahan laporan dan 
bahan sajian informasi kepada masyarakat. 
f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pencari kerja dan 
lowongan kerja dari kabupaten/kota di provinsi riau dan perusahaan 
swasta serta sampling data ketenagakerjaan untuk pembuatan profil 
ketenagakerjaan. 
g. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah bahan untuk kepentingan 
pembuatan perencanaan tenaga kerja dan perluasan kerja. 
h. Menyusun proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja skala 
provinsi. 




dan bimbingan jabatan serta penyebarluasan informasi jabatan. 
j. Melakukan penyuluhan jabatan dan pengembangan sarana penyuluhan, 
bimbingan jabatan pada instansi pemerintah provinsi, badan usaha milik 
negara dan perusahaan swasta. 
k. Menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat melalui 
subbagian kepegawaian dan umum atau Humas. 
l. Melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi sesuai bidang tugas 
pokok dan kegiatan pada seksi informasi pasar kerja. 
m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada seksi informasi pasar kerja, dan. 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
10. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja 
a. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai    
tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi 
Persyaratan Kerja, Seksi Lembaga Hubungan Industrial, dan Seksi 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang  
Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Hubungan Industrial dan 
Persyaratan Kerja 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 






Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja terdiri dari : 
a. Seksi Persyaratan Kerja 
b. Seksi Lembaga Hubungan Industrial 
c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
11. Kepala Seksi Persyaratan Kerja 
a. Merencanakan program/kegiatan dan pengaggaran pada seksi persyaratan 
kerja. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan seksi persyaratan kerja. 
c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pengesahan perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang skala berlakunya 
lebih dari satu kabupaten/kota di provinsi riau. 
d. Melakukan pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan antara pemberi 
kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala 
berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota di provinsi riau. 
e. Melakukan penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari 
satu kabupaten/kota di provinsi riau. 
f. Melaksanakan penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi riau, 
penetapan upah minimum kabupaten/kota di provinsi riau, dan melaporkan 
kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. 
g. Melaksanakan pembentukan dewan pengupahan skala provinsi dan 
pembinaan dewan pengupahan kabupaten/kota di provinsi riau. 
h. Melaksanakan pengembangan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan 
penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja pada 
perusahaan skala provinsi riau. 
i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugasn dan kegiatan pada seksi persyaratan kerja, dan 





12. Kepala seksi lembaga hubungan industrial 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi lembaga 
hubungan industrial. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan seksi lembaga hubungan industrial. 
c. Melaksanakan pembinaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan 
industrial skala provinsi dan pelaksanaan program keluarga berencana bagi 
pekerja/buruh pada perusahaan skala provinsi serta sarana-sarana lembaga 
hubungan industrial bagi pekerja/buruh dan pengusaha skala provinsi. 
d. Melaksanakan koordinasi verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat 
buruh skala provinsi dan hasil pencatatan organisasi pengusaha dan serikat 
pekerja/buruh skala provinsi. 
e. Membentuk dan melaksanakan sidang-sidang sekretariat lembaga 
kerjasama tripartit dan sidang anggota lembaga kerjasama trripartit. 
f. Membentuk dan melaksanakan pengembangan lembaga kerjasama bipartit 
pada perusahaan skala provinsi riau. 
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada seksi lembaga hubungan industrial, dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan ataasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
13. Kepala seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
Kepala seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan seksi penyelesaian permasalahan hubungan 
industrial. 
c. Melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan skala provinsi. 
d. Melaksanakan penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon 




e. Melakukan pendaftaran dan seleksi calon hakim Ad Hoc pengadilan 
hubungan inustrial yang wilayahnya meliputi provinsi riau. 
f. Melakukan inventarisasi dan pendataan perselisihan hubungan industrial 
yang belum dan telah diselesaikan mediator dan pada pengadilan 
hubungan industrial skala provinsi dan kabupaten/kota di provinsi riau di 
provinsi riau. 
g. Memberikan petunjuk teknis penyelesaian perselisihan, pemogokan/ujuk 
rasa dan penutupan perusahaan skala provinsi. 
h. Melaksanakan penyusunan dan efektifitas fungsi tim deteksi dini skala 
provinsi. 
i. Melakukan pembuatan peta kerawanan hubungan industrial. 
j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, 
dan  
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
14. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 
Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas : 
a. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas 
melakukankoordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada seksi Pengawasan 
NormaKerja, Perempuan, Anak dan Jaminan Sosial, seksi Pengawasan 
NormaKeselamatan/Kesehatan Kerja, seksi Penegakan Hukum 
Ketenagakerjaan. 
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
KepalaBidang menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 
BidangPengawasan Ketenagakerjaan; 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksahasil 




c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaantugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada 
KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuaitugas 
dan fungsinya. 
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari : 
a) Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak 
b) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan/Kesehatan Kerja 
c) Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 
15. Kepala seksi pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan 
anak 
Kepala seksi pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak 
mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi 
pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan seksi pengawasan norma kerja, jaminan 
sosial, perempuan dan anak. 
c. Menyusun jadwal kegiatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pemeriksaan di 
perusahaan atau di tempat kerja. 
d. Melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan norma kerja, jaminan sosial, 
perempuan dan anak 
e. Melaksanakan penindakan represif non justisia norma kerja, jaminan 
sosial, perempuan dan anak. 
f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada seksi pengawasan norma kerja, jaminan sosial, 
perempuan dan anak. 






16. Kepala seksi pengawasan norma keselamatan/kesehatan kerja 
Kepala seksi pengawasan norma keselamatan/kesehatan kerja mempunyai 
tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi 
pengawasan norma keselamatan/kesehatan kerja. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan seksi pengawasan norma 
keselamatan/kesehatan kerja. 
c. Menyusun rencana kerja pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan 
objek pengawasan penerapan norma keselamatan kerja. 
d. Melaksanakan rencana kerja pengembangan dan penguji 
keselamatan/kesehatan kerja. 
e. Melaksanakan pembinaan, pemeriksaan, dan penindakan represif non 
justisia norma keselamatan/kesehatan kerja. 
f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada seksi pengawasan norma keselamatan/kesehatan kerja, 
dan 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
17. Kepala seksi penegakan hukum ketenagakerjaan 
Kepala seksi penegakan hukum ketenagakerjaan mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penegakan 
hukum ketenagakerjaan. 
b. Membagi tugas, membimbing, memriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan seksi penegakan hukum ketenagakerjaan. 
c. Membuat rencana kerja penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. 
d. Melaksanakan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. 
e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. 
f. Membuat laporan hasil penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. 
g. Melaksanakan pembinaan kepatuhan perusahaan. 




i. Menyiapkan administrasi dan metode pengawas ketenagakerjaan. 
j. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan dalam 
penegakan hukum ketenagakerjaan. 
k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada seksi penegakan hukum ketenagakerjaan, dan 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
18. Kepala Bidang Ketransmigrasian 
a. Kepala Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas melakukan koordinasi, 
fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Penyediaan dan Pelayanan Tanah 
Transmigrasi, Seksi Pembangunan Fasilitas Kawasan dan Penempatan 
Transmigrasi, Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi; 
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Bidang menyelenggarakan fungsi: 
c. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Ketransmigrasian; 
d. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ketransmigrasian; 
e. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan 
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
Bidang Ketransmigrasian terdiri : 
a. Seksi Penyediaan dan Pelayanan Tanah Transmigrasi 
b. Seksi Pembangunan Fasilitas Kawasan dan Penempatan Transmigrasi 
c. Kepala Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi 
19. Kepala seksi penyediaan dan pelayanan tanah transmigrasi 
Kepala seksi penyediaan dan pelayanan tanah transmigrasi mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penyediaan 




b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan seksi penyediaan dan pelayanan tanah 
transmigrasi. 
c. Melaksanakan survey dan pemetaan areal transmigrasi meliputi penyiapan 
data dan informasi tentang potensi wilayah yang perlu dikembangkan. 
d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kawasan transmigrasi, rencana 
kerangka satuan kawasan pengembangan, rencana teknis jalan dan rencana 
teknis satuan pemukiman. 
e. Melakukan pengurusan pencadangan areal dan pelepasan kawasan hutan. 
f. Melaksanakan penyelesaian hak atas tanah/sertifikasi lokasi pemukiman 
transmigrasi dari segala hak atas tanah serta penerapan jenis usaha yang 
layak untuk dikembangkan. 
g. Melaksanakan penyiapan bahan pengukuran batas keliling dan 
pengkaplingan lahan pemukiman dan transmigrasi serta penetapan 
rekomendasi   kelayakan usaha. 
h. Melaksanakan kajian/studi dan rekomendasi kelayakan usaha masyarakat 
di pemukiman serta sarana dan prasarana transmigrasi. 
i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada seksi penyediaan dan pelayanan tanah transmigrasi. 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
20. Kepala seksi pembangunan fasilitas kawasan dan penempatan 
transmigrasi 
Kepala seksi pembangunan fasilitas kawasan dan penempatan transmigrasi 
mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi 
pembangunan fasilitas kawasan dan penempatan transmigrasi. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 





c. Melaksanakan penyiapan lahan dan prasarana jalan dan jembatan serta 
saluran irigasi/drainase di areal transmigrasi. 
d. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan spesifikasi teknis lahan dan 
prasarana pemukiman penduduk tempatan dan transmigrasi serta sarana 
fasilitas umum dan air bersih serta pemeliharaannya. 
e. Melakukan urusan penyiapan bangunan, pemugaran, penataan sarana 
pemukiman penduduk tempatan dan transmigrasi. 
f. Melaksanakan pembangunan rumah transmigrasi, fasilitas umum serta 
sarana air bersih. 
g. Melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pemberian bantuan teknik 
bangunan dan sarana serta pemeliharaannya. 
h. Melaksanakan inventarisasi calon warga transmigrasi kepemilikan lahan 
yang terkena program transmigrasi. 
i. Melaksanakan pendataan/pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi dan 
menyusun bahan rekomendasi untuk usulan siap terima penempatan, 
menyiapkan blangko kartu seleksi, daftar nominatif calon transmigrasi dan 
buku induk transmigran, pengecekan kesiapan/kelengkapan administrasi 
transmigran dan menerbitkan suratkeputusan penempatan, pencabutan 
serta pengganti status transmigran. 
j. Melaksanakan penyuluhan terhadap program transmigrasi dan melakukan 
pendekatan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama pada calon lokasi 
transmigrasi. 
k. Melaksanakan perpindahan/penempatan transmigrasi sesuai dengan 
kondisi/lokasi dan memberikan pembinaan mental warga transmigran 
sebelum ditempatkan, menyiapkan tempat penampungan, perbekalan dan 
perlengkapan peralatan pertanian transmigran, pemakaman, obat-obatan, 
sarana angkutan. 
l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 





m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
21. Kepala seksi pemberdayaan kawasan transmigrasi 
 Kepala seksi pemberdayaan kawasan transmigrasi mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi 
pemberdayaan kawasan transmigrasi. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan seksi pemberdayaan kawasan transmigrasi. 
c. Melaksanakan pengembangan di bidang kesehatan, kelembagaan sosial 
dan desa, pendidikan formal dan informal, kesenian pemuda dan peranan 
wanita, olahraga, agama serta pelayanan pos, catu pangan bagi 
transmigrasi. 
d. Melaksanakan bimbingan keamanan desa, pembinaan mental spiritual, 
adaptasi dalam masyarakat dalam dalam rangka pelestarian budaya dan 
menyusun spesifikasi bantuan sarana pendidikan. 
e. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan usaha ekonomi, bidang 
pertanian, pengolahan hasil dan pemasaran, industri rumah tangga, 
kelembagaan, kerjasama swasta serta pengembangan usaha dan swadaya 
masyarakat. 
f. Melaksanakan rencana peningkatan/rehabilitasi sarana dan prasarana di 
kawasan transmigrasi. 
g. Melaksanakan pengkajian standarisasi sarana dan prasarana kawasan 
transmigrasi. 
h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan pada seksi pemberdayaan kawasan transmigrasi, dan 









22. Kelompok Jabatan Fungsional 
a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat 
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, 
keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan. 
b. Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 
c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 
diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
d. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 
e. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 
f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

















Dari hasil dan pembahasan yang sudah penulis paparkan diatas 
berdasarkan penelitian menggunakan teori Rosady Ruslan dengan judul Peran 
Humas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksaan Program 
Bursa Kerja(Job Fair) dapat peneliti simpulkan bahwa :  
a. Pertama sebagai penghubung antara organisasi dengan publiknya 
(Communicator). Dengan adanya program job fair bisa membantu para pencari 
kerja dengan prusahaan yang sedang menerima pekerjaan. Informasi terkait 
program Bursa Kerja(job fair)diberikan melalui televisi, koran,radio, dan 
majalah. Humas sebagai “pemberi informasi” kepada publik internal maupun 
publik eksternal, baik informasi kegiatan instansi, informasi kebijakan dan 
informasi program program yang dilaksanakan pada websitenya 
www.disnakertransprovriau.go.id 
b. Kedua, sebagai pembina hubungan antara organisasi yang diwakailinya dengan 
pihak inter dan ekster(relationship), setiap menjalankan program humas 
melakukan kerjasama begitu juga dengan program Bursa Kerja(Job Fair). 
Humas menjalin kerjasama dengan publiknya, baik publik internal maupun 
publik eksternal. humas melakukan kerjasama dengan publik internal dalam 
pelaksaan program bursa kerja(Job Fair) yaitu unit kerja atau bidang bidang 
yang berada disnakertrans dengana mengadakan rapat pelaksaan job fair. 
Untuk kerjasama dengan publik eksternal dalam pelaksaanaan program bursa 
kerja(job fair) seperti mlakukan kerjamasam denga media media untuk 
mempublikasi pelaksaan program job fair dengan mengadakan jumpa pers dan 
humas juga mengirim press release untuk wartawan agar mempermudah 
masyarakat memperoleh informasi. Lalu melakukan kerjasama dengan 
perushaan yangsedang menerima lowongan pekerjaan. 
c. Ketiga, sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi(Back-Up 




memperlancar proses manajemen yaitu : pertama,perencanaan (Planning) pada 
perencanaan ini humas melaksankan perencanaan sesuai program, pada 
program bursa  kerja(Job Fair) ditahap ini humas mempromosikan job fair agar 
publik eksternal tau dan mengikuti Program bursa kerja(Job Fair). Kedua 
pengorganisasian(organizing) pada tahap ini humas membagi bagi tugas dalam 
program job fair kepada masing masing divisi, misalnya bagian yang mengurus 
media, yang mengurus pressrelease agar mempermudah pekerjaan. Ketiga 
Actuating pada tahap ini humas melaksanakan program yang sudah 
diplanningkan. Keempat pengawasan(Controlling), tahap ini humas program, 
pada program Bursa Kerja(Job Fair) mengontroll dari prajob fair sampai 
berakhirnya job fair, agar program yang dijalankan sesuai dengan yang 
diinginkan. Faktor penghambat untuk melaksanakan program Bursa Kerja(job 
fair) tegantung biaya.  
d. Keempat, Sebagai pembangun dan pencipta citra positif yang 
diwakilinya(Good Image Maker). Humas berperan untuk mebangun citra 
dimasyarakat dengan mengadakan berbagai kegiatan untuk masyarakat seperti 
proram Bursa Kerja(job fair), pemagangan dan kegiatan lain. Untuk pencipta 
citra positif dimata publik humas memberikan informasi kebijakan instansi, 
kegiatan instansi, program yang diadakan secara berkala melalui media.  
Jadi dari keempat peran Humas yang dikemukakan oleh Rosady 
Ruslan, Humas Dinas Tenag Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sudah 
menjalankan perannya yaitu sebagai communicator, sebagai 
relationship,sebagai backup managemen, dan good image maker. 
 
B. Saran 
Menurut Peneliti Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disaat 
zaman modern saat ini sebaiknya dalam melakukan peneyran informasi 
program baik itu program job Fair, tidak hanya website,facebook, kerjasama 
dengan media online tetapi juga menggunakan media instagram juga, karena 
menurut peneliti anak muda yang fresh graduate banyak sekali menggunakan 
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1. Bagaimana peran humas sebagai “pemberi informasi”dalam pelaksanaan 
program bursa kerja(job fair) 2019 ? 
2. Apakah informasi pelaksaan prgram busa kerja(Job Fair) dilakukan secara 
berkala? 
3. Humas menyebarkan informasi atau mempromosikan job fair melalui  
media apa saja? 
4. Dalam pelaksaan job fair, siapa saja yang menjalin kerjasamasa dengan 
disnaker tras ini? 
5. Bagaimana humas melakukan kerjasama dengan perusahaan,masyarakat, 
dan media 
6. Apakah humas berperan dalam merumuskan program? 
7. Tahapn yang dilakukan humas untuk keberhasilan suatu program apa saja? 
8. Kegiatan apa saja yang bisa membentuk opini publik yang posotif dari 
masyarakat? 
9. Program seperti apa yang diberikn kepada masyarakat? 
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